IV

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kependudukan dan pencatptamerupakan
urusan wajib bagi Pemerintah Kota Probolinggo datangka memberikan
perlindungan, pengakuan, penentuan status prilzadsthtus hukum setiap
peristiwa kependudukan, dan peristiwa penting viadgmi oleh penduduk Kota
Probolinggo yang berada di dalam dan di luar Ketdo&linggo ;

b. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut pelaksanaadangd-Undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adstriasi
Kependudukan, perlu adanya Peraturan Daerah teRanyelenggaraan
Administrasi Kependudukan di Kota Probolinggo ;

c. bahwa Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 20uif2006 tentang
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Penc&tpilasudah tidak
sesuai dengan perkembangan dinamika penduduk gerandang-
undangan yeng berlaku, sehingga perlu diganti ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimpksladhuruf a, b
dan c perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentangyelsrggaraan

Administrasi Kependudukan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang PemlzenfDierah-daerah
Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timurydal engah dan Jawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggad4stus 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawfhambaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Téatbd embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3019) ;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengeskbarensi

Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminakiadep Wanita



10.

11.

12.

13.

(Convention On The Elimination Of All Froms Of Disuination Against
Women), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tal284 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&i6#)3
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimignagiembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Bdrab Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3474) ;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengedatter national
Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination
1965 (Konvensi Intemasional tentang Penghapusan SBgalak Diskriminasi
Rasial 1965) (Lembaran Negara Republik Indoneskauma 999 Nomor
83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiadi8862) ;
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubuhgan Negeri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Norh66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoS®i2)3
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Ab&miusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Norh5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoB8®6)3
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembmmtBRleraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Is@doid@hun 2004
Nomor 53 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Mdenmor 4389) ;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembkantdaerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Md@6 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) gabeana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undi&rgor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undangoiNagh Tahun
2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2968or 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoB8wt)4
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewangasen Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia T&@ig6 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&34) 4
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Admasstr
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonediam@006 Nomor
124, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesizoNd674) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentalagsBeaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi eddpdukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 NM@tp Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentanmgp&gian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Barialsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indon€&aiaun 2007 Nomor 82,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No@®r)4

14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentangdtatan Dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil ;

15. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang dR#agn
Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Nag&tepublik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 98) ;

16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 20 Tahu@6 2t&ntang
Penataan Dan Pengembangan Kelembagaan Kecamatarba(las
Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 20) ;

17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun82@htang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerala liRobbolinggo
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nofor

18. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 24 Tahun 2@88ang Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatanl Kipta
Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo TahQ8&Nomor 24).

Dengan Per setujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
Dan
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud denggathist

1. Daerah adalah Kota Probolinggo ;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probaingg

3. Walikota adalah Walikota Probolinggo ;

4. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegigt@anataan dan penertiban dalam
penerbitan dokumen dan data kependudukan melahda®aran Penduduk, Pencatatan
Sipil, pengelolaan informasi administrasi kependuaaiu serta pendayagunaan hasilnya
untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor, lain

5. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang $ang bertempat tinggal secara

sah di Kota Probolinggo ;
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Pendatang adalah Penduduk Warga Negara Indonesing QAsing yang bermaksud
tinggal sementara di Daerah dalam jangka waktutiati sampai 1 (satu) tahun ;

Tamu adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Amimg melakukan kunjungan singkat
di Kota Probolinggo yang lamanya kurang dari “Xtiha

Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bandeadsia asli dan orang-orang bangsa
lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagajdegara Indonesia ;

Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Initbnes

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai P&trigaerah dibawah Kecamatan ;
Instansi Pelaksana adalah perangkat PemerintahRfotmlinggo yang bertanggung jawab
dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependuduka

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai PeatBgerah ;

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnyangkai KUAKec. Adalah satuan
kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talakj dan rujuk pada tingkat Kecamatan
bagi penduduk yang beragama Islam ;

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang peragama islam ;

Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana galampjutnya disingkat UPTD Instansi
Pelaksana, adalah satuan kerja ditingkat Kecamgtmy melaksanakan pelayanan
Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan;Akta

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yangbidkan oleh Dinas yang
mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti akteraing dihasilkan dari pelayanan
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

Data Kependudukan adalah data orang perseorangandata agregat yang terstruktur
sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduldacatatan Sipil;

Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodataughggdpencatatan atas pelaporan
Peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduknréabainistrasi Kependudukan serta
penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu tdentatau surat keterangan
kependudukan ;

Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang diajgeniduduk yang harus dilaporkan
karena membawa akibat terhadap penerbitan atabaiean Kartu Keluarga, Kartu Tanda
Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukanydaimeliputi pindah datang,
perubahan alamat, serta status tinggal terbatapdig¢imggal tetap ;

Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disihngklK, adalah nomor identitas
penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggalrdalekat pada seseorang yang terdaftar
sebagai penduduk Indonesia ;

Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, addtartu identitas keluarga yang memuat
data tentang nama, susunan dan hubungan dalanngeelsarta identitas anggota keluarga ;
Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat, idd@i&ah identitas resmi penduduk sebagai bukti
diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku tirsgn wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Regting dialami oleh seseorang dalam
register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana ;
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Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang nielakpencatatan Peristiwa Penting yang
dialami oleh seseorang pada Instansi Pelaksana gangangkatannya sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan ;

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami otsseorang meliputi kelahiran,
kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pkoga anak, pengesahan anak,
pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahas lstavarganegaraan, pembatalan
perkawinan, pembatalan perceraian dan peristiwangelainnya ;

Kelahiran adalah peristiwva kemunculan atau pemisdeagkap bayi dari ibunya yang
ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjulkiakti-bukti kehidupannya ;

Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari karggun yang berumur paling sedikit 28
(dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkgmetamenunjukkan tanda-tanda kehidupan ;
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seopiggdan wanita sebagai suami isteri
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tanggaj pahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Perceraian adalah putusnya perkawinan suami dasestuai dengan peraturan perundang-
undangan ;

Pembatalan Perkawinan adalah penetapan batalnkawiean sesuai dengan peraturan
perundang-undangan ;

Pembatalan Perceraian adalah penetapan bataleyaige sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Kematian adalah tidak adanya secara permanen Bekeghidupan pada saat manapun
setelah kelahiran hidup terjadi ;

Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk athiekgn hak anak dari lingkungan
kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atmgdain yang bertanggungjawab atas
perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersethatam lingkungan keluarga orang
tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapgadian ;

Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayahaprhadknya yang lahir diluar ikatan
perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung ansdbid ;

Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorakgyang lahir diluar ikatan
perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinaa kedng tua anak tersebut ;

Perubahan Nama adalah bertambah, berkurang atgantiaya nama seseorang dalam akta
kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum lyarigku ;

Perubahan Kewarganegaraan adalah perubahan statasggenegaraan dari seorang Warga
Negara Indonesia menjadi WNA atau seorang WNA nierijdarga Negara Indonesia
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yangtdpkan oleh Pengadilan Negeri untuk
dicatatkan pada Dinas, atara lain perubahan jetasrkn ;

Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Analghagahcatatan pengangkatan anak
diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonessdéami Buku Pelaporan Peristiwa
Penting dan pemberian stempel pada dokumen kepekaludersebut ;
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Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diken kepada Orang Asing untuk tinggal
di wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbaesuai dengan peraturan perundang-
undangan ;

Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang dibankkepada Orang Asing untuk tinggal
menetap di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indoses.jai dengan peraturan perundang-undangan ;
Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil ydibgri tugas dan tanggungjawab
memberikan pelayanan pelaporan Peristiva Kependuduwlan Peristiwa Penting serta
pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan diriledun ;

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yankargatnya disingkat SIAK, adalah
sistem informasi yang memanfaatkam teknologi infmsimdan komunikasi untuk
memfasilitasi pengelolaan informasi administragpekedudukan di tingkat Penyelenggara
dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan ;

Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yhsighpan, dirawat dan dijaga
kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya ;

Petugas Rahasia Khusus adalah petugas resersetdgaintelijen yang melakukan tugas
khusus diluar daerah domisilinya ;

Dokumen Identitas Lainnya adalah dokumen resmi yaitgrbitkan oleh Departemen /
Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan H&kinlk dan Badan Hukum Privat
yang terkait dengan identitas penduduk, selain a@kukependudukan ;

Penduduk Pelintas Batas adalah penduduk yang hmatdinggal secara turun temurun di
Wilayah Kota yang berbatasan langsung dengan ndgtaagga yang melakukan lintas
batas antar negara karena kegiatan ekonomi, sizsidbudaya ;

Daerah Perbatasan adalah batas wilayah Indonesiaddarah batas wilayah negara
tetangga yang disepakati bersama berdasarkan jmamdmtas batas (Crossing Border
Agreement) antara Pemerintah Republik IndonesiaR#anerintah negara tetangga, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan ;

Data Base adalah kumpulan berbagai jenis data Hepekan yang tersimpan secara
sistematik, terstruktur dan saling berhubungan denmenggunakan perangkat lunak,
perangkat keras dan jaringan komunikasi data ;

Data Center adalah tempat / ruang penyimpanan gieatidata base pada penyelenggara
Kota Probolinggo yang menghimpun data kependuddkaas ;

Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Mentepiaklea petugas yang ada pada Dinas
untuk dapat mengakses data base kependudukan desgan izin yang diberikan ;
Pengguna Data Pribadi adalah Instansi Pemerintah Slaasta yang membutuhkan
informasi data sesuai dengan bidangnya ;

Hari adalah hari kerja.
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BAB |1
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Pertama
Hak
Pasal 2

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperolelygetan administrasi kependudukan

yang meliputi :

a.

b
C.
d.
e

dokumen kependudukan ;

pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Pendudukedaatatan Sipil;

perlindungan atas data pribadi;

kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

informasi mengenai data hasil Pendaftaran PendddaokPencatatan Sipil atas dirinya
dan/atau keluarganya; dan

ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akilestilahan dalam Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgubaaa Pribadi oleh Instansi

Pelaksana.

Setiap pendatang berhak untuk memperoleh pelayadamnistrasi kependudukan yang

meliputi :

a. Surat Keterangan Pendatang ; dan

b. Pelayanan Pencatatan Sipil.

Setiap tamu berhak untuk memperoleh pelayanan &tnasi kependudukan yang

meliputi :

a.
b.

Surat Keterangan Tamu ; dan

Pelayanan Pencatatan Sipil

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 3

Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kepeunklad dan Peristiwa Penting yang

dialaminya kepada Instansi pelaksana dengan memegrarByaratan yang diperlukan

dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

Setiap pendatang dan tamu wajib melaporkan kedatsyg kepada Instansi pelaksana ;

Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayaddqa (2), tidak berlaku bagi

anggota Perwakilan Negara Asing beserta keluarganya

Pasal 4

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwva Pentyang dialaminya dan/atau

keluarganya kepada Instansi pelaksana ;



(@)

Bagi anggota Perwakilan Negara Asing beserta kgéuma dapat memperoleh pelayanan

Pencatatan Peristiwa Penting dari Instansi pelaksan

BAB 11
KEWENANGAN PENYELENGGARA
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Walikota

Pasal 5

Walikota berkewajiban dan bertanggung jawab memggarakan urusan Administrasi

Kependudukan, dengan kewenangan meliputi :

a.
b.

1)

melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan admasistependudukan ;

pembentukan Instansi pelaksana yang tugas danifiyagmenyelenggarakan administrasi
kependudukan ;

pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi nkiejgetkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan ;

pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan adrasiiggpendudukan ;

pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibathngistrasi kependudukan ;
penugasan kepada Kelurahan untuk menyelenggarakbagian urusan administrasi

kependudukan berdasarkan asas pembantuan ;

. pengelolaan dan penyajian data kependudukan sleseaD ;

koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraaniattasi kependudukan ; dan
koordinasi perkembangan kependudukan, proyekspdayerasian kebijakan kependudukan.

Bagian Kedua
Instansi pelaksana
Pasal 6

Instansi pelaksana berkewajiban dan bertanggunbjamedaksanakan urusan administrasi

kependudukan yang meliputi :

a. melaksanakan pendaftaran penduduk dan pencatptan si

b. memberikan pelayanan yang sama dan profesionatikepetiap Penduduk, Pendatang
dan Tamu atas pelaporan penduduk dan pencatatbn sip

c. menerbitkan dokumen kependudukan ;

d. menerbitkan Surat Keterangan Pendatang dan Sutatakgan Tamu ;

e. menjamin kerahasiaan data dan keamanan data atadaffaean penduduk dan
pencatatan sipil ;

f. melakukan verifikasi dan validasi data yang disakgmaoleh Penduduk, Pendatang

dan Tamu dalam pelayanan pendaftaran penduduketerafatan sipil ;



@)

3)

1)

(2)

1)

g. melakukan pengkajian dan mengembangkan Sistem makr Administrasi
Kependudukan (SIAK) sesuai dengan peraturan pengadadangan ;
h. melakukan pengkajian penyelenggaraan administege@ridudukan ;

i. mengolah dan menyajikan data statistik kependuddkarstatistik vital ;

j. melakukan pengelolaan dokumen pendaftaran pendiatupencatatan sipil ; dan

k. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan perkegdrarkependudukan proyeksi
dan penyerasian kebijakan kependudukan.

Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pgdt (1) huruf a untuk pencatatan

nikah, talak, cerai dan rujuk bagi Penduduk beragdstam dilakukan oleh Pegawai

Pencatat pada KUAKec. sesuai dengan peraturangsergrundangn ;

Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pgdt (1) huruf a untuk pencatatan

perceraian bagi Penduduk beragama Islam, dilaksanak Pengadilan Agama sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukamankis pelaksana mempunyai

kewenangan meliputi :

a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentanstiWa Kependudukan dan
Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk ;

b. memperoleh data tentang perceraian, pengangkaskn perubahan nama, naturalisasi,
peristiwa penting lainnya dan pembatalan Akta Petaa Sipil yang dialami Penduduk
atas dasar putusan atau penetapan pengadilan ;

c. memperoleh data pencatatan nikah, talak dan rugagd pemeluk agama Islam dari
KUAKec. ;

d. memperoleh data perubahan status kewarganegardaadéor Wilayah Departemen
Hukum dan Hak Azasi Manusia ;

e. mengajukan Klarifikasi atas putusan / penetapamamilan yang tidak sesuai dengan
tata cara dan persyaratan pencatatan peristiwvangent

f. menolak permintaan pengguna data pribadi pendudnlg pengajuannya tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Tata cara perolehan data, klarifikasi dan penoladelragaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
UPTD Instans Pelaksana
Pasal 8

UPTD Instansi Pelaksana berkewajiban dan bertamgjgwab melaksanakan urusan

pencatatan sipil ;



(@)

3)

(1)

(2)

3)

Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksadagyatl (1) meliputi :

a. kelahiran;

b. kematian ;

c. lahir mati;

d. perkawinan ;

e. perceraian;

f. pengakuan anak ;

pengesahan anak ;

> @

pengangkatan anak ;

perubahan nama ;

j.  perubahan status kewarganegaraan ;
k. pembatalan perkawinan ;

|.  pembatalan perceraian ; dan

m. peristiwa penting lainnya.

Pembentukan UPTD Instansi Pelaksana berdasarkantéah perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pgjabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi
Paragraf 1
Pejabat Pencatatan Sipil
Pasal 9

Pejabat Pencatatan Sipil terdiri atas :

a. Kepala Instansi pelaksana ;

b. Kepala UPTD Instansi Pelaksana ; dan

c. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pefabatatatan Sipil.

Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksudgyadq1) huruf b dan c diangkat dan

diberhentikan oleh Walikota atas usul kepada Irsstaelaksana dari Pegawai Negeri Sipil ;

Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai tugas :

a. verifikasi dan validasi data atas pelaporan persstipenting yang dialami oleh
Penduduk ;

b. atas nama jabatan melakukan pembuktian atas pexipgnting yang dilaporkan oleh
Penduduk ;

c. melakukan pencatatan atas peristiwva penting yalapatkan oleh penduduk pada
Register Akta Pencatatan Sipil ;

d. menandatangani dan menerbitkan kutipan Akta Petacagipil ;

e. membuat catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil

f.  melakukan pembetulan atas Akta Pencatatan Sipij yaangalami kesalahan tulis
redaksional ; dan

g. melakukan pencatatan kembali atas Register Aktea®aan Sipil yang hilang atau rusak.

10



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

9)

(10)

1)
(2)

)

Sebelum melaksanakan tugasnya Pejabat Pencatapdn dgimbil sumpahnya oleh
Walikota ;

Penandatanganan Akta Pencatatan Sipil terhadagtip@ripenting yang dialami oleh
Pejabat Pencatatan Sipil sendiri dan/atau keludadgam garis lurus keatas serta kebawah,
dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Lainnya ;

Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil Lainnya sebagantimaksud pada ayat (4) belum
diangkat atau belum ada, penandatanganan Akta fRent&ipil dilakukan oleh Walikota ;
Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimanakdudapada ayat (1) huruf a
berhalangan melaksanakan tugas dan Pejabat Pamc&ipitl sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dan c belum diangkat atau belura, adaka penandatanganan Akta
Pencatatan Sipil dilakukan oleh Walikota ;

Untuk memperlancar pelaksanaan penandatanganagasebaa dimaksud pada ayat (7)
Walikota menunjuk Asisten Sekretaris Daerah Bidaamerintahan ;

Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksudagyadg1) huruf b dan ¢ bertanggung
jawab kepada Kepala Instansi pelaksana ;

Persyaratan dan tata cara pengangkatan Pejabat&eancSipil diatur lebih lanjut dalam

Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Petugas Registrasi

Pasal 10

Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikanilatkota atas usul Kepala Instansi pelaksana ;

Petugas Registrasi memiliki tugas :

a. membantu Lurah dan Instansi pelaksana atau UPTRansis Pelaksana dalam
memberikan pelayanan Pendaftaran Penduduk dantBemc&ipil ;

b. verifikasi dan validasi data atas Peristiva Kepeldtan yang dilaporkan oleh
Penduduk Warga Negara Indonesia ;

c. verifikasi dan validasi data atas Peristiwa Penkihgsusnya kelahiran, lahir mati dan
kematian yang dilaporkan oleh Penduduk Warga Nelgd@nesia ;

d. pencatatan peristiva kependudukan dan peristiwatingerdalam Buku Harian
Peristiwva Penting dan Peristiwva Kependudukan, Bliduk Penduduk dan Buku
Mutasi Penduduk ;

e. pemrosesan penerbitan Dokumen Kependudukan ;

f. penyerahan Dokumen Kependudukan kepada Penduduk ;

g. membantu Lurah dalam pengelolaan dan penyajiarkdptandudukan berskala Kelurahan.

Persyaratan dan tata cara pengangkatan PetugsteRdgitur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
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(1)
(2)

3)
(4)
(5)

(6)

(1)

)

3)

(4)
(5)

1)

BAB IV
PENDAFTARAN PENDUDUK
Bagian Kesatu
Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Pasal 11

Setiap Penduduk diberikan NIK ;

NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbidetrlah dilakukan pencatatan biodata
penduduk ;

NIK berlaku seumur hidup dan selamanya ;

NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak blersdxa tidak mengikuti perubahan domisili ;
NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dokumen lainnya sesuai
peraturan perundang-undangan ;

Persyaratan dan tata cara Penerbitan NIK diatilr labjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pencatatan dan Penerbitan
Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk
dan Surat Keterangan Tempat Tinggal
Paragraf 1
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk
Pasal 12

Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asingb waglapor kepada Instansi
pelaksana untuk dicatatkan biodatanya ;

Penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing yaamgiliki Izin Tinggal Terbatas dan
Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yanatahg dari luar Daerah atau dari luar
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karemalap, wajib melapor kepada
Instansi pelaksana untuk dicatatkan biodatanya ;

Pencatatan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksial pat (1) dan (2) dilakukan

sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran dat&kbpsadudukan ;
Pencatatan biodata sebagaimana dimaksud padd)aseftdgai dasar penerbitan Biodata Penduduk ;

Persyaratan dan tata cara penerbitan biodata pekdethagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Penerbitan KK
Pasal 13
Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkannsun keluarganya kepada Instansi

pelaksana melalui Lurah dan Camat sebagai dasak peherbitan KK ;
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(@)

3)
(4)

(1)

@)
3)
(4)

1)

(2)

3)

(4)

(1)

Orang Asing yang memiliki 1zin Tinggal Tetap wajibelaporkan susunan keluarganya
kepada Instansi pelaksana, sebagai dasar untukgganeKK ;

KK diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instgelaksana ;

Persyaratan dan tata cara penerbitan KK sebagaitiaraksud pada ayat (3) diatur lebih

lanjut dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Penerbitan KTP
Pasal 14

Setiap penduduk Warga Negara Indonesia dan Oramgy Asng memiliki Izin Tinggal
Tetap dan telah mencapai umur 17 (tujuh belas)taltau sudah kawin atau pernah kawin
wajib memiliki KTP ;

KTP diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepaladnsi pelaksana ;

Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pseatt berpergian ;

Pesyaratan dan tata cara penerbitan KTP sebaganimraaisud pada ayat (2) diatur lebih

lanjut dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal
Pasal 15

Setiap Orang Asing yang bertempat tinggal di Daatah telah memiliki Izin Tinggal
Terbatas wajib memiliki Surat Keterangan Tempaggat ;

Surat Keterangan Tempat Tinggal diterbitkan damandiatangani oleh Kepala Instansi
pelaksana ;

Orang Asing yang telah memiliki Surat Keterangampat Tinggal wajib membawa pada
saat bepergian ;

Persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Ketaraigmpat Tinggal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalamafean Walikota.

Bagian Ketiga
Pembetulan dan Pembatalan KK dan KTP
Paragraf 1
Pembetulan KK dan KTP
Pasal 16

Pembetulan KK dan KTP dilakukan untuk KK dan KThganengalami kesalahan tulis
redaksional pada Instansi pelaksana yang menembKlk& dan KTP, baik atas inisiatif
Kepala Instansi pelaksana atau diminta oleh pemg@ading lambat 30 (tiga puluh) hari

sejak diterima oleh pemohon ;
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(@)

3)

(1)

@)

3)

1)
(2)

3)

1)

(2)

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada(Bydfepala Instansi pelaksana
membuat KK dan KTP baru untuk menggantikan KK damPKlimana terdapat kesalahan
tulis redaksional dan menarik serta mencabut KKKIER lama dari pemohon ;

Persyaratan dan tata cara pembetulan KK dan KTRgaghana dimaksud pada ayat (1)

dan (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Pembatalan KK dan KTP
Pasal 17

Pembatalan KK dan KTP dilakukan oleh Kepala Instpptaksana yang menerbitkan KK
dan KTP paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejateriinanya putusan Pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada(&ydtepala Instansi pelaksana
menarik dan mencabut KK dan KTP ;

Persyaratan dan tata cara pembatalan KK dan KT&gaghana dimaksud pada ayat (1)

dan (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Legalisass KK dan KTP
Pasal 18

Instansi pelaksana hanya melegalisasi fotocopy &IKKITP yang diterbitkan di Daerah ;
Legalisasi KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada @yadilakukan oleh Kepala
Instansi pelaksana dan/atau pejabat lain yangjdkyn

Persyaratan dan tata cara legalisasi fotocopy KKKIEP sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan
Paragraf 1
Perubahan Alamat
Pasal 19

Penerbitan perubahan dokumen pendaftaran pendwehaga akibat perubahan alamat,

menjadi tanggung jawab Instansi pelaksana ;

Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada aydilgdklikan atas terjadinya :

a. pemekaran wilayah Kecamatan, Kelurahan, Lingkurfigakyin Tetangga atau Rukun Warga;

b. penghapusan dan/atau penggabungan wilayah Kecgni&tdurahan, Lingkungan,
Rukun Tetangga atau Rukun Warga ;

c. perubahan nama lingkungan / jalan / Kelurahan aKetan / Kota ;
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(1)

(2)

(1)

(@)

(1)

(2)

(1)

@)

1)

(2)

Pasal 20

Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaktard &asal 19 ayat (1), berupa :

a. KK dan KTP untuk penduduk Warga Negara Indonesm@ia@ang Asing yang memiliki
Izin Tinggal Tetap ; dan

b. SKTT untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggaéibatas.

Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimalesial gyat (1), diberikan kepada

penduduk tanpa dikenai biaya.

Pasal 21

Penerbitan perubahan dokumen pendaftaran pendethalgaimana dimaksud dalam Pasal
19 dilakukan dengan membentuk Tim Pendataan yahkgtudi oleh Kepala Instansi
pelaksana yang beranggotakan unsur instansi terkait

Persyaratan dan tata cara perubahan alamat padendokpendaftaran penduduk oleh

Instansi pelaksana diatur lebih lanjut dengan BeaatWalikota.

Paragraf 2
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Dalam Daerah
Pasal 22

Setiap perpindahan Penduduk Warga Negara Indodataan Daerah dilaporkan kepada
Kelurahan untuk perpindahan dalam satu Kelurahan gerpindahan antar Kelurahan
dalam satu Kecamatan dan kepada Camat untuk pah@incantar Kecamatan ;
Perpindahan Penduduk Warga Negara Indonesia dadm kselurahan yang hanya
merupakan perubahan alamat tempat tinggal tidakidlikan Surat Keterangan Pindah.

Pasal 23

Setiap perpindahan Penduduk Orang Asing yang menain Tinggal Terbatas atau Orang
Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang berma#tspindah dalam Daerah melapor
kepada Instansi pelaksana ;

Perpindahan Penduduk Orang Asing dalam satu Kearajang hanya merupakan
perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkaraBKeterangan Pindah.

Pasal 24

Kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia yangbdikan perpindahan dalam
Daerah dilaporkan kepada Kelurahan selambat-lamp@e80 (tiga puluh) hari kerja sejak
tanggal Surat Keterangan Pindah ;

Kedatangan penduduk Orang Asing yang memiliki Taimggal Terbatas atau Orang Asing

yang memiliki 1zin Tinggal Tetap yang diakibatkaerpindahan dalam Daerah dilaporkan
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1)

@)

(1)

(@)

kepada Instansi pelaksana selambat-lambatnyadzOgtiluh) hari kerja sejak tanggal Surat

Keterangan Pindah.

Pasal 25

Kedatangan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pésalicatatkan perubahan
biodatanya, diterbitkan KK dan bagi penduduk yagigh berusia 17 (tujuh belas) tahun
atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan KT ba

Persyaratan dan tata cara pelaporan kedatangamcéndleh Kelurahan dan/atau oleh

Instansi pelaksana diatur lebih lanjut dalam PeaatiValikota.

Paragraf 3
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Dari dan Ke Luar Daerah
Pasal 26

Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksudalpidatang dari luar Daerah,
melaporkan kedatangannya kepada Kelurahan palmdpdt 30 (tiga puluh) hari sejak

tanggal diterbitkannya Surat Keterangan PindahldariDaerah ;

Penduduk Orang Asing yang bermaksud pindah datamg ldar Daerah melaporkan
kedatangannya kepada Instansi pelaksana palingataB@b(tiga puluh) hari sejak tanggal
Surat Keterangan Pindah dari luar Daerah.

Pasal 27

Pendaftaran Pindah Datang penduduk sebagaimanaksilichadalam Pasal 26 dicatatkan

perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan bagi pdoluyang telah berusia 17 (tujuh belas)

tahun atau sudah kawin atau pernah kawin dibeiign baru.

(1)

)

3)

(4)

Pasal 28

Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksudtpikdluar Daerah, melaporkan
perpindahannya secara berjenjang kepada Kelur&le@amatan dan Instansi pelaksana ;
Penduduk Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbdtas Orang Asing pemegang lzin
Tinggal Tetap yang bermaksud pindah keluar Daaeralaporkan kepindahannya kepada
Instansi pelaksana ;

Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada(lgydan (2) diterbitkan Surat
Keterangan Pindah oleh Kepala Instansi pelaksam&@& yang bersangkutan dicabut ;
Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Pindah Réndleh Kelurahan dan/atau oleh

Instansi pelaksana diatur lebih lanjut dalam PeaatiValikota.
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1)

(2)

3)

(4)

Bagian Kelima
Pelaporan Pendatang dan Tamu
Pasal 29

Setiap pendatang melaporkan kedatangannya ke Kelurselambat-lambatnya 7 (tujuh)
hari sejak tanggal kedatangan ;

Setiap tamu melaporkan kedatangannya ke KeluraBlEmbat-lambatnya 2 (dua) hari
sejak tanggal kedatangannya ;

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada (hyadan (2) diterbitkan Surat
Keterangan Pendatang atau Surat Keterangan TaimiLaiah ;

Persyaratan dan tata cara pelaporan Pendatang aaw Tiatur lebih lanjut dalam
Peraturan Walikota.

BABV
PENCATATAN SIPIL
Bagian Kesatu
Asas Pencatatan
Pasal 30

Setiap peristiwa penting yang dialami oleh Pendugh@ncatatannya dilaksanakan berdasarkan
asas peristiwa.

1)

(2)

3)

Bagian Kedua
Pencatatan Kelahiran
Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran di Daerah
Pasal 31

Setiap kelahiran yang terjadi di Daerah wajib dildgan oleh orang tuanya ke Instansi
pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana, palingda6th(enam puluh) hari sejak tanggal
kelahiran ;
Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada @hat dilakukan dengan
memperhatikan :

tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negadmihesia ;

di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Wakiggara Indonesia ;

a.

b.

c. tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing ;

d. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Ora&sing ;

e. Orang Asing pemegang lzin Kunjungan ; dan

f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau kelaaradrang tuanya.

Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat meniarabukti perkawinan orang tuanya,

pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai analhggmeeempuan ;
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(4)

(5)
(6)

1)

(@)

3)

(1)

(@)

3)

1)

Dalam hal pencatatan kelahiran bagi anak yang tidédetahui asal usulnya atau
keberadaaan orang tuanya, pencatatannya tetagahiakan tanpa menuliskan nama orang
tuanya ;

Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud padélayahpa dipungut biaya ;
Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiragaetsma dimaksud pada ayat (2), (3) dan

(4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Pelaporan Kelahiran Penduduk di Luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pasal 32

Setiap kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesig texjadi di luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dicatat sesuai dengtentuan perundang-undangan, wajib
dilaporkan oleh orang tuanya ke Instansi pelaksdaa UPTD Instansi Pelaksana paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkk&mbali ke Daerah ;

Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana®TD Instansi Pelaksana mencatat
dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kelahiranudr wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia ;

Persyaratan dan tata cara pelaporan kelahiran aiefmga dimaksud pada ayat (1) diatur

lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia
yang terjadi di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang
Pasal 33

Setiap kelahiran penduduk Warga Negara Indonesig Varjadi di atas kapal laut atau
pesawat terbang yang singgah di Daerah dapat ddapooleh orang tua ke Instansi
pelaksana ;

Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada(lgydidasarkan Surat Keterangan
Kelahiran dari Nahkoda atau Pilot ;

Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiragaetsna dimaksud pada ayat (1) diatur

dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu
Pasal 34
Pencatatan kelahiran yang melampaui batas wakier&m puluh) hari sampai dengan 1
(satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukarlakbtmendapatkan persetujuan Kepala

Instansi pelaksana ;
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(@)

3)

(1)

(@)

3)

(4)

1)

@)

3)

(4)

1)

Pencatatan kelahiran, yang melampaui batas waksat) tahun sejak tanggal kelahiran,
dilakukan setelah mendapatkan penetapan Pengabigeri ;
Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiragaetsna dimaksud pada ayat (1) diatur

dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pencatatan Lahir Mati Warga Negara Indonesia dan
Orang Asing di Daerah
Pasal 35

Setiap lahir mati penduduk Warga Negara Indonesiagyterjadi di Daerah wajib
dilaporkan kepada Kelurahan paling lambat 30 (piglaih) hari sejak tanggal lahir mati ;
Setiap lahir mati Orang Asing yang terjadi di D&emajib dilaporkan kepada Instansi
pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari s&alkggal lahir mati ;

Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada(lgydan (2) diterbitkan Surat
Keterangan Lahir Mati oleh Lurah bagi penduduk Vdaxggara Indonesia dan oleh Kepala
Instansi pelaksana bagi Orang Asing ;

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan daa tdra pencatatan lahir mati

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatamdPeraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan
Paragraf 1
Pencatatan Perkawinan di Daerah
Pasal 36

Setiap perkawinan yang dilaksanakan berdasarkaamtypan perundang-undangan, wajib
dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Instansi palak atau UPTD Instansi Pelaksana,
paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggetgeinan ;

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada (dyatPejabat Pencatatan Sipil
mencatat pada Register Akta Perkawinan dan mekarbiKutipan Akta Perkawinan ;
Kutipan Akta-akta Perkawinan sebagaimana dimaksadapayat (2) masing-masing
diberikan kepada suami dan istri ;

Persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinagaseiana dimaksud pada ayat (1)

diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Penetapan Pengadilan
Pasal 37

Pencatatan perkawinan yang dilaporkan kepada Bisgeiaksana, termasuk perkawinan

yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri melipu

19



(2)

3)

a. perkawinan yang dilakukan antar Umat yang berbgdana ; dan
b. perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Aldekawinan.

Dalam hal perkawinan disahkan atas dasar penetBpagadilan Negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam Register Aktakawinan dan Kutipan Akta
Perkawinan, pencatatannya berdasarkan penetap@adfian Negeri bukan berdasarkan

pengesahan salah satu agama ;

Persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinagastana dimaksud pada ayat (1)

diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Pencatatan Perkawinan Antar Warga Negara Asing
Pasal 38

Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387daerlaku juga bagi perkawinan antar

Warga Negara Asing yang dilakukan di Daerah.

1)

@)

3)

1)

(2)

Paragraf 4
Pelaporan Perkawinan Warga Negara Indonesia
di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pasal 39

Setiap perkawinan penduduk Warga Negara Indonesig terjadi di luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan berdasarkan ketenperundang-undangan, wajib
dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Instansi palak atau UPTD Instansi Pelaksana
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang beg&atan kembali ke Daerah ;

Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksanaTD Instansi Pelaksana, mencatat
dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perkawinamg&/&legara Indonesia di Luar
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Persyaratan dan tata cara pelaporan perkawinagaetsna dimaksud pada ayat (1) diatur

dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Perkawinan
Pasal 40

Setiap pembatalan perkawinan wajib dilaporkan &lehduduk kepada Instansi pelaksana
atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 90 (g@mlpuluh) hari setelah putusan
pengadilan tentang pembatalan perkawinan mempleiaiatan hukum tetap ;

Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana®TD Instansi Pelaksana mencabut

kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan obyek adlten memberikan catatan pinggir
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3)

(4)

(1)

(@)

3)

(4)

1)

(2)

3)

pada Register Akta Perkawinan serta menerbitkanatSketerangan Pembatalan

Perkawinan ;

Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksanagaebana dimaksud pada ayat (2)
memberitahukan pencatatan pembatalan perkawinad&dpstansi pelaksana atau UPTD
Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwaywerén ;

Persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalkewpesn sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian
Paragraf 1
Pencatatan Perceraian di Daerah
Pasal 41

Setiap perceraian wajib dilaporkan oleh yang beylsatan kepada Instansi pelaksana atau
UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enamhpubari sejak putusan Pengadilan

tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud padglgy&ejabat Pencatatan Sipil pada
Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksanaategrpada Register Akta Perceraian,
memberikan catatan pinggir pada register akta penikken dan mencabut kutipan akta

perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Pereerai

Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksanagagbana dimaksud pada ayat (2)
memberitahukan pencatatan perceraian kepada Ingtefeksana atau UPTD Instansi

Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan ;

Persyaratan dan tata cara pencatatan perceraiagas@iana dimaksud pada ayat (1) diatur

dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Pelaporan Perceraian Warga Negara Indonesia
di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pasal 42

Setiap perceraian Penduduk Warga Negara Indonesi@ terjadi di luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan baas ketentuan perundang-undangan
wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepadaamsstpelaksana atau UPTD Instansi
Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sggalg bersangkutan kembali ke Daerah ;
Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksanald®TD Instansi Pelaksana mencatat
dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perceraiatuati wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia ;

Persyaratan dan tata cara pencatatan perceraiagas@iana dimaksud pada ayat (1) diatur

dalam Peraturan Walikota.
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Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian
Pasal 43

Setiap pembatalan perceraian wajib dilaporkan gkehg bersangkutan kepada Instansi
pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling ka®®alenam puluh) hari setelah
Putusan Pengadilan tentang pembatalan percerai@pungai kekuatan hukum tetap ;
Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana &tPTD Instansi Pelaksana
memberikan catatan pinggir pada Register Akta Paiae dari kepemilikan subyek akta
serta menerbitkan Surat Keterangan PembatalanrBece

Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Zyékeikewajiban memberitahukan
hasil pencatatan pembatalan perceraian kepadansngp@laksana atau UPTD Instansi
Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian ;

Persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalegrgian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Kematian
Paragraf 1
Pencatatan Kematian di Daerah
Pasal 44

Setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh &eja atau yang mewakili kepada
Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksamagplaimbat 30 (tiga puluh) hari sejak
tanggal kematian ;

Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud padél gydibedakan antara :

a. penduduk daerah ; dan

b. penduduk di luar daerah.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada (dyaPejabat Pencatatan Sipil
mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbKkgipan Akta Kematian ;
Persyaratan dan tata cara pencatatan kematianaselaag dimaksud pada ayat (1) diatur

dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Pencatatan Kematian Seseorang Karena Hilang Atau Mati
Tetapi Tidak Ditemukan Jenazahnya
Pasal 45

Pencatatan kematian seseorang karena hilang atatetagi tidak ditemukan jenazahnya
dicatat pada Instansi pelaksana atau UPTD InsRekiksana di tempat tinggal pelapor

setelah adanya penetapan Pengadilan tentang kardatiaksud ;

22



(@)

3)

(1)

(2)

3)

(1)

(2)

3)

1)

Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksaaa &tPTD Instansi Pelaksana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat padetdte Akta Kematian dan
menerbitkan Kutipan Akta Kematian ;

Persyaratan dan tata cara pencatatan kematianaselaag dimaksud pada ayat (1) diatur

dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Pencatatan Kematian Y ang Ditemukan Jenazahnya
Tetapi Tidak Ditemukan Identitasnya
Pasal 46

Pencatatan kematian seseorang yang ditemukan f[enazatetapi tidak diketahui
identitasnya dilaksanakan oleh Instansi pelakséna dPTD Instansi Pelaksana di tempat
diketemukan jenazahnya berdasarkan Surat Keteraagjatan Kepolisian ;

Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana &tPTD Instansi Pelaksana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Keterangan Kematian ;

Persyaratan dan tata cara pencatatan kematianaselaag dimaksud pada ayat (1) diatur

dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Pelaporan Kematian
di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pasal 47

Setiap kematian Warga Negara Indonesia di luaryaflaNegara Kesatuan Republik
Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan perundatangan, wajib dilaporkan oleh
orang tua atau keluarga ke Instansi pelaksanalddlD Instansi Pelaksana paling lambat
30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian pen&udu

Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksanaTD instansi Pelaksana mencatat
dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kematian Negeri ;

Pencatatan dan tata cara pencatatan kematian sehagadimaksud pada ayat (1) diatur

dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengangkatan Anak
Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak di Daerah
Pasal 48

Setiap pengangkatan anak di Daerah wajib dilapokah orang tua angkatnya kepada
Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksamagdambat 30 (tiga puluh) hari setelah
salinan penetapan Pengadilan diterima oleh penduduk
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Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada (hyatPejabat Pencatatan Sipil
membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahdan Kutipan Akta Kelahiran ;

Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oletansi pelaksana luar Daerah,
pencatatan pengangkatan anak dilakukan di Instpekiksana atau UPTD Instansi
Pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran ;

Persyaratan dan tata cara pencatatan pengangketkrsebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Pelaporan Pengangkatan Anak
di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pasal 49

Setiap pengangkatan anak warga Negara Asing dagavWegara Indonesia di luar wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilaksanakadabarkan peraturan perundang-
undangan, wajib dilaporkan ke Instansi pelaksana &PTD Instansi Pelaksana, paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkltanbali ke Daerah ;

Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksaaa &tPTD Instansi Pelaksana
mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak ;

Persyaratan dan tata cara pencatatan pengangketkrsebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Pengakuan Anak
Pasal 50

Setiap pengakuan anak di Daerah wajib dilaporkaeh abrang tua kepada Instansi
pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling laBtbéiga puluh) hari sejak tanggal
Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui bleldari anak yang bersangkutan ;
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud padgqlgykistansi pelaksana atau UPTD
Instansi Pelaksana mencatat dalam Register AktaggadRean Anak dan menerbitkan
Kutipan Akta Pengakuan Anak serta membuat catataggp pada Register Akta
Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran ;

Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan olabtansi pelaksana diluar Daerah,
pencatatan pengakuan anak dilakukan oleh Instaskikgana atau UPTD Instansi
Pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran ;

Pelaporan sebagaimana dimaksud ada ayat (1), @ildesnu bagi orang tua yang agamanya
tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir dilubungan perkawinan yang sah ;
Persyaratan dan tata cara pencatatan pengakuarsemagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dalam Peraturan Walikota.
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Bagian Kesepuluh
Pencatatan Pengesahan Anak
Pasal 51

Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan orang éukayinstansi pelaksana atau UPTD
Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga pululn)deak ayah dan ibu yang bersangkutan
melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawina

Pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakanspagerscatatan perkawinan orang tua dicatat
pada Register Akta Perkawinan, sedangkan pencattgesahan anak yang dilaksanakan setelah
pencatatan perkawinan dicatat dalam bentuk catatggir pada Register Akta Perkawinan ;
Berdasarkan pencatatan pengesahan anak sebagalmaiesud pada ayat (2), Instansi
pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuaiarapanggir pada Register dan
Kutipan Akta Kelahiran anak ;

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeu bagi orang tua yang
agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yanglildnar hubungan perkawinan
yang sah ;

Persyaratan dan tata cara pencatatan pengesalkasetagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Perubahan Nama
Pasal 52

Setiap Perubahan Nama wajib dilaporkan yang beks#éaug ke Instansi pelaksana atau
UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipata Aencatatan Sipil, paling lambat
30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan papan Pengadilan Negeri mengenai
perubahan nama ;

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud paddqlgyabstansi pelaksana atau UPTD
Instansi Pelaksana catatan pinggir pada Registea Rkncatatan Sipil dan Kutipan Akta
Pencatatan Sipil ;

Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahansedagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keduabelas
Pencatatan Perubahan Status K ewar ganegar aan
Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Status K ewar ganegar aan di Daerah
Pasal 53

Setiap perubahan kewarganegaraan dari Warga Negmrg menjadi Warga Negara

Indonesia wajib dilaporkan oleh yang bersangkutamakia Instansi pelaksana atau UPTD
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Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perubaleunsskewarganegaraan, paling lambat 60
(enam puluh) hari sejak berita acara pengucapampauratau pernyataan janji setia oleh
pejabat ;

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada (dyatPejabat Pencatatan Sipil
membuat catatan pinggir pada Register Akta Peraratipil dan Kutipan Akta Pencatatan
Sipil ;

Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahars $teivarganegaraan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan \Gtalik

Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status K ewar ganegar aan
Bagi Pemegang K ewar ganegaraan Ganda
Pasal 54

Bagi anak yang memiliki kewarganegaraan ganda ddahtmemilih salah satu
kewarganegaraannya, wajib melaporkan ke Instantakgmna atau UPTD Instansi
Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Pencatifah paling lambat 14 (empat belas)
hari sejak tanggal batas waktu yang ditentukanasendkan peraturan perundang-undangan
untuk memilih kewarganegaraan berakhir ;

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada (hyatPejabat Pencatatan Sipil
membuat catatan pinggir pada Register Akta Peraratipil dan Kutipan Akta Pencatatan
Sipil serta mencabut KTP dan mengeluarkan data ma&but dari KK;

Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahars $teivarganegaraan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan \Malik

Bagian Ketigabelas
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
Pasal 55

Setiap pencatatan Peristiwa Penting Lainnya wajlapdrkan Penduduk ke Instansi
pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempgatiiteya peristiwa penting lainnya,
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimarsglinan penetapan Pengadilan Negeri ;
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada (hyatPejabat Pencatatan Sipil
membuat catatan pinggir pada Register Akta Peraratipil dan Kutipan Akta Pencatatan
Sipil ;

Persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwangdmdinnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
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Bagian Keempatbelas
Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil
Paragraf 1
Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil
Pasal 56

Pembetulan Akta Pencatatan Sipil untuk akta yanggalami kesalahan tulis redaksional
pada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelakgang menerbitkan Kutipan Akta

Pencatatan Sipil atau diminta oleh pemohon palamgblat 30 (tiga puluh) hari sejak

diterima oleh pemohon;

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada (hyatPejabat Pencatatan Sipil

membuat Akta Pencatatan Sipil baru untuk menggamtikkta Pencatatan Sipil dimana
terdapat kesalahan tulis redaksional dan menari& seencabut Akta Pencatatan Sipil lama
dari pemohon ;

Persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulam Pdmcatatan Sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan \Malik

Paragraf 2
Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil
Pasal 57

Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil diéakoleh Pejabat Pencatatan Sipil pada
Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksang ryemerbitkan Akta Pencatatan Sipil

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimangutusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada (hyatPejabat Pencatatan Sipil

membuat catatan pinggir pada Register Akta Perarat8ipil menarik dan mencabut

Kutipan Akta Pencatatan Sipil serta menerbitkanaARencatatan Sipil sesuai dengan
perintah putusan pengadilan ;

Persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalaa Pdwicatatan Sipil sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan \&alik

Paragraf 3
Penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Baru
Pasal 58

Setiap kutipan Akta Pencatatan Sipil yang hilangsak, tidak terbaca atau dalam
penguasaan salah satu pihak dalam sengketa atasing@@mn tertulis dari yang
bersangkutan atau keluarganya dapat diterbitkaip&utedua oleh Instansi pelaksana ;
Persyaratan dan tata cara penerbitan Kutipan Kédt@ Pencatatan Sipil sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan \&alik
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Paragraf 3
L egalisasi Akta Pencatatan Sipil Baru
Pasal 59

Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksangaharelegalisasi fotocopy Kutipan
Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan di daerah ;

Legalisasi fotocopy Kutipan Akta Pencatatan Sipibagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil ;

Legalisasi fotocopy Kutipan Akta Pencatatan Sighg diterbitkan di luar daerah atau
Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dagigakukan oleh Pejabat Pencatatan
Sipil dengan menunjukkan kutipan aslinya apabila :

a. tidak terdapat coretan ; dan

b. tidak terdapat penambahan atau pengurangan yaakgsadh.

Persyaratan dan tata cara legalisasi fotocopy HKntifskta Pencatatan Sipil sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur dalanateean Walikota.

BAB VI

PENDATAAN PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN

PENDUDUK YANG TIDAK MAMPU MELAPORKAN SENDIRI
Bagian Pertama
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
Pasal 60

Instansi pelaksana melakukan pendataan Pendudu&rR&dministrasi Kependudukan ;
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudsédzagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi :

a. penduduk korban bencana alam ;

b. penduduk korban bencana sosial ;

c. orang terlantar ; dan

d. komunitas terpencil.

Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada aydig(f)akan sebagai dasar penerbitan
Dokumen Kependudukan untuk Penduduk Rentan AdmasisKependudukan ;
Persyaratan dan tata cara Pendataan Penduduk RAdmamistrasi Kependudukan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalaaiuPan Walikota.

Bagian Kedua
Pendataan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri
Pasal 61

Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sedelam pendaftaran penduduk
dan pencatatan sipil dibantu oleh Instansi pelakss#au dapat meminta bantuan kepada

orang lain ;
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Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guetaluduk yang tidak mampu karena
faktor umur, sakit keras, cacat fisik dan cacattalen

Bantuan oleh Instansi pelaksana sebagaimana dichgkada ayat (1) dilakukan oleh
petugas Instansi pelaksana dengan mendatangi pgndabdagaimana dimaksud pada ayat
(2) di lokasi tertentu ;

Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)lalalaarganya atau orang yang diberi
kuasa ;

Persyaratan dan tata cara pendataan penduduk ikkgnmampu mendaftarkan sendiri
dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipdgaghana dimaksud pada ayat (1)

diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII
PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
BAGI PETUGAS RAHASIA KHUSUS
Pasal 62

Petugas Rahasia Khusus diberikan Kartu Tanda Pekdl#iusus, untuk memberikan
perlindungan dan menjamin kerahasiaan identit@srsemenjalankan tugas rahasia ;
Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksial gogt (1) diterbitkan dengan
menggunakan spesifikasi yang sama dengan speskigas Tanda Penduduk Nasional ;
Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksiadgyat (1) berlaku untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun atau sampai masa tugas sePafagas Rahasia Khusus berakhir ;
Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi gBetuRahasia Khusus wajib
menyerahkan KTP Khusus kepada Kepala / Pimpinan bega yang selanjutnya
dikembalikan kepada Kepala Instansi pelaksana wtitanksnahkan ;

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimiamaksud pada ayat (2) tidak
diperlukan pencatatan biodata penduduk dan kattakga dari Petugas Rahasia Khusus ;
Persyaratan dan tata cara Penerbitan KTP khusangjng@anan datanya, pengembalian
serta pencabutan KTP Khusus dilaksanakan sebagaidiaraksud pada ayat (1) diatur

dalam Peraturan Walikota

BAB VIlII
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Bagian Kesatu
Data Kependudukan
Pasal 63

Data Kependudukan terdiri atas data perseorangdatda data agregat penduduk ;
Data perseorangan meliputi :

a. Nomor KK;

b. NIK;
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Nama lengkap;
Jenis kelamin;

Tempat lahir ;

=~ ® o o

Tanggal/bulan/tahun lahir;

Golongan darah;

= «Q

Agama/kepercayaan;

Status perkawinan;

Status hubungan dalam keluarga;

—

k. Cacat fisik dan/atau mental;
Pendidikan terakhir;

. Jenis pekerjaan;
NIK ibu kandung;
Nama ibu kandung;

NIK ayah kandung;

L2 T o 5 3

Nama ayah kandung;

=

Alamat sebelumnya,;

s. Alamat sekarang;

—+

Kepemilikan akta lahir/surat kenal lahir;
Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;

. Nomor akta perkawinan/buku nikah;
Tanggal perkawinan;
Kepemilikan akta perceraian;

N < X 5 < €

Nomor akta perceraian/surat cerai; dan
aa.Tanggal perceraian.

(3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangag parupa data kuantitatif dan data
kualitatif.

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan
Pasal 64

(1) Dokumen Kependudukan meliputi:

a. Biodata Penduduk;

b. KK;

c. KTP;

d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
e. Akta Pencatatan Sipil.

(2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimp&dadayat (1) huruf d meliputi:
a. Surat Keterangan Pindah,;
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(6)

Surat Keterangan Pindah Datang;
Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;

Surat Keterangan Tempat Tinggal;

-~ ® oo T

Surat Keterangan Lahir Mati;

Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;

= «Q

Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;

Surat Keterangan Pengangkatan Anak;

Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indpnesi

—

k. Surat Keterangan Pelaporan Penting di Luar Negeri;

Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
. Surat Keterangan Pencatatan Sipil ;

Surat Keterangan Kelahiran;

Surat Keterangan Kematian;

Surat Keterangan Perkawinan ; dan

L ©T o 5 3

Surat Keterangan Perceraian.

Biodata penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan PinBa&mduduk dalam Daerah, Surat
Keterangan Pindah Penduduk ke Luar Daerah, SurdaRiDatang Penduduk Asing, Surat
Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang daar Negeri, Surat Keterangan

Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatasrat Keterangan Kelahiran untuk
Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk @r&sing, Surat Keterangan Kematian
untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan aRemlan, Surat Keterangan

Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan PenggantlaT Identitas, diterbitkan dan

ditandatangani oleh Kepala Instansi pelaksana ;

Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara ésdgorantar Kecamatan, Surat
Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negaranésdo antar Kecamatan,

diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas riéepala Instansi pelaksana ;

Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga dlégdonesia dalam satu Kelurahan,
Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga dlégdwnesia antar Kelurahan dalam
satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untukg&VdNegara Indonesia, Surat
Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara IndoneSiaat Keterangan Kematian untuk
Warga Negara Indonesia, dapat diterbitkan dan dittamgani oleh Lurah atas nama
Instansi pelaksana ;

Akta Pencatatan Sipil diterbitkan dan ditandatangbeh Pejabat Pencatatan Sipil.

Pasal 65

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangsmtahg nama, tempat dan tanggal lahir,

alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, spelaubahan data sehubungan dengan peristiwa

penting dan peristiwa kependudukan yang dialami.
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Pasal 66

KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, ndengkap kepala dan anggota
keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat ladiama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan,
status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraamne@n imigrasi, nama orang tua ;
Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dichglksla ayat (1), bagi penduduk
yang agamanya belum diakui sebagai agama / dilgama yang diakui oleh peraturan
perundang-undangan atau bagi penghayat kepercagtakmiisi atau dikosongkan ;

Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) benaituk selamanya, kecuali terjadi
perubahan Kepala Keluarga ;

KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi pelaksdtepada Penduduk Warga Negara
Indonesia dan Orang Asing yang memiliki 1zin Ting@atap ;

KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikaahssdtu dasar penerbitan KTP ;
Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan Kiaebana dimaksud pada ayat (1), (2)
dan (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 67

Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing waemiliki 1zin Tinggal Tetap
hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK;

Perubahan susunan keluarga dalam KK dilaporkandeepastansi Pelaksana selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinyaupahan;

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada@)ydnhstansi pelaksana mendaftar

dan menerbitkan KK.

Pasal 68

Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing waemiliki 1zin Tinggal Tetap
yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atauhtél@awin atau pernah kawin wajib
memilik KTP;

Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yawegniliki 1zin Tinggal Tetap dan
sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiikP;

KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan aybeaku secara Nasional.
Penduduk melaporkan perpanjangan masa berlaku kpBRda Instansi pelaksana apabila
masa berlakunya telah berakhir;

Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pseattt bepergian;

Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) da2ayeanya diperbolehkan memiliki
1 (satu) KTP;
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Pasal 69

(1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda PancasilReta wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, memuat keterangan tentang N#tpa, tempat tanggal lahir, laki-laki
atau perempuan, agama, status perkawinan, golomdmmah, alamat, pekerjaan,
kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempattadeygal dikeluarkan KTP, tanda
tangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nordak ipegawai pejabat yang
menandatanganinya ;

(2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud gyada(l) bagi penduduk yang
agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkamtkah peraturan perundang-
undangan atau bagi Penghayat Kepercayaan tidak téiiapi tetap dilayani dan dicatat
dalam data base kependudukan ;

(3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dissmaliruang untuk memuat kode
keamanan dan rekaman elektronik pencatatan peaigtnting ;

(4) KTP berlaku 5 (lima) tahun bagi penduduk Warga Megimdonesia dan disesuaikan
dengan masa berlakunya Izin Tinggal Tetap bagi @#esing ;

(5) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan KT&yaetmana dimaksud pada ayat (1)

diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 70

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang sudah b&0genam puluh) tahun diberi KTP
yang berlaku seumur hidup ;

(2) KTP yang berlaku seumur hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan tanpa
dipungut biaya.

Pasal 71

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit merket@rangan tentang nama lengkap, NIK,
jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alarRatistiva Kependudukan dan Peristiwa

Penting yang dialami seseorang.

Pasal 72

Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
a. Register Akta Pencatatan Sipil ; dan

b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 73

(1) Register Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
a. kelahiran;

b. kematian ;
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c. perkawinan ;

d. perceraian ; dan

e. pengakuan anak.

Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimakmadh ayat (1) dikelompokkan
menurut :

a. Warga Negara Indonesia dan Orang Asing ; dan

b. Waktu pelaporan meliputi tepat waktu dan terlambat.

Register Akta Pencatatan Sipil, memuat :

a. jenis peristiwa penting ;

b. NIK dan status kewarganegaraan ;

Cc. hama orang yang mengalami Peristiwa Penting ;
d. nama dan identitas pelapor ;

e. tempat dan tanggal peristiwa ;

f.  nama dan identitas saksi ;

g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta ; dan

h. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Register Akta Pencatatan Sipil disimpan di Instpetaiksana dan UPTD Instansi Pelaksana

Register Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 74

Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang ataakudicatat kembali ke dalam Register
baru, setelah Pejabat Pencatatan Sipil membukki&kbenaran materiil berdasarkan :

a. Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan bukti lainnyand

b. Penetapan Pengadilan Negeri.

Pembuktian kebenaran secara materil terhadap @ala Register Akta Pencatatan Sipil
yang hilang atau rusak dimaksud menjadi tangguwghdnstansi pelaksana ;

Pencatatan kembali Register Akta Pencatatan Sgpyhilang atau rusak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan \&talik

Pasal 75

Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutigkia :
a. kelahiran ;

b. kematian ;

c. perkawinan;

d. perceraian ; dan

e. pengakuan anak.

Kutipan Akta Pencatatan Sipil, memuat :
a. jenis peristiwa penting ;

b. NIK dan status kewarganegaraan ;
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Cc. hama orang yang mengalami Peristiwa Penting ;

d. tempat dan tanggal peristiwa ;

e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta ;

f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang ; dan

g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengaryaagaterdapat dalam Register Akta

Pencatatan Sipil.

Pasal 76

Instansi pelaksana sesuai dengan tanggung jawalkeda@nangan yang dimiliki, wajib

menerbitkan dokumen kependudukan sejak dipenulsieyaia persyaratan, sebagai berikut

a. KK dan KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;

b. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 1¢4¢belas) hari;

c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling larhbgempat belas) hari;

d. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asiaggy memiliki Izin Tinggal

Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;

@

Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (erbpks) hari;

-

Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga));ha
Surat Keterangan Lahir mati paling lambat 14 (enbedds) hari;

5 «Q

Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lamftajuh) hari; dan

Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling taldb@mpat belas) hari;

].  Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30gtayluh) hari ;

k. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas padimippat 5 (lima) hari ; dan

I.  Surat Keterangan Pencatatan Sipil paling lambhtr&) hari.

Instansi pelaksana sesuai dengan tanggung jawalkeda@nangan yang dimiliki, wajib
menyelesaikan legalisasi fotocopy dokumen keperihrdusejak dipenuhinya semua
persyaratan, sebagai berikut :

a. KK dan KTP paling lambat 2 (dua) hari ; dan

b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 5 (rhari.

Bagian Kedua
Perlindungan Data dan Dokumen K ependudukan
Pasal 77

Data dan dokumen kependudukan disimpan dan dilgichlaeh Instansi pelaksana ;

Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayatligimpan dalam ruang data
center Instansi pelaksana ;

Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada(Byatisimpan dalam ruang

dokumen Instansi pelaksana ;
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(4)

Data dan dokumen kependudukan sebagaimana dimpksiadayat (1) dibuatkan back up
atau cadangan.

BAB IX
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA
Pasal 78

Apabila Daerah atau sebagian Daerah dinyatakanmddeadaan darurat dengan segala

tingkatannya menurut peraturan perundang-undangaaka penyelenggaraan Peristiwa

Kependudukan dan Peristiwa Penting dilaksanakatebarkan peraturan perundang-undangan.

1)

)

3)

(4)

@)
@)

3)

(1)

(2)

Pasal 79

Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai albkatana alam, Instansi pelaksana
melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi ddarkdencana alam ;

Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimakdaidyst (1) Instansi pelaksana menerbitkan
Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas ata eterangan Pencatatan Sipil ;

Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atai Raterangan Pencatatan Sipil digunakan
sebagai tanda bukti untuk penerbitan proses péaeibokumen Kependudukan ;

Persyaratan dan tata cara penerbitan Surat KederaRgngganti Tanda Identitas dan Surat

Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimakdadgat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Bagian Kesatu
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Pasal 80

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukdbedirah dilakukan oleh Instansi pelaksana ;

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukaragalmana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependad(SIAK) ;

Instansi pelaksana melaksanakan pengkajian danepd#rangan SIAK berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Instansi pelaksana wajib memutakhirkan data kepstutcan melalui pelayanan Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada gyditr{@nfaatkan untuk kepentingan

perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan peguman Daerah.
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Bagian Kedua
Pembiayaan SIAK
Pasal 82

Biaya pelaksanaan dan pemeliharaan Sistem Inforidsiinistrasi Kependudukan Daerah

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanjatbae

(1)

(@)

(1)

@)

3)

(4)

(1)

(2)

BAB XI
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK
Pasal 83

Data Pribadi penduduk yang dihasilkan dari penyglaraan administrasi kependudukan,
dijaga dan dilindungi oleh Instansi pelaksana ;

Data Pribadi yang harus dijaga dan dilindungi selmagna dimaksud pada ayat (1)
meliputi :

Nomor KK;

NIK;

tanggal/bulan/tahun lahir;

keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;

NIK ibu kandung;

NIK ayah kandung; dan

-~ o a0 T p

Catatan peristiwa-peristiwa penting.

Q

Pasal 84

Petugas pengelola data dan informasi kependudukada gnstansi pelaksana dan
Kecamatan diberikan hak akses ;

Petugas pada Instansi pelaksana sebagaimana domadsa ayat (1) terdiri dari Supervisor
perijinan, Operator Pendaftaran Penduduk, OpeReacatatan Sipil dan Operator Layanan
Data dan Informasi ;

Petugas pada Kecamatan sebagaimana dimaksud patla(layterdiri dari Operator
Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia damatOpkayanan Data dan Informasi ;
Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) umiemasukkan, menyimpan,
membaca, mengubah, meralat dan menghapus sertetalebata Pribadi.

Pasal 85

Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalaal 8&ayat (1) hanya dapat diakses
setelah mendapat izin yang bersangkutan atau lep#ntingan penyidikan ;
Persyaratan dan tata cara penggunaan Data Pribla@gamana dimaksud pada ayat (1)

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
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BAB XII
PELAPORAN
Pasal 86

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Dadifaporkan oleh Instansi pelaksana
kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernwidateri Dalam Negeri ;

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraanrastnasi kependudukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalamafean Walikota.

BAB XIII
PENYIDIKAN
Pasal 87

Walikota mengangkat Pejabat Pegawai Negeri Sipigyangkup tugas dan tanggung

jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukaragab Penyidik Pegawai Negeri

Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undduigum Acara Pidana ;

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimaimaaldud pada ayat (1) dalam

melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :

a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atanbadtkum tentang adanya dugaan
tindak pidana Administrasi Kependudukan;

b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanyandinga pidana Administrasi Kependudukan;

c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atesyadiugaan sebagaimana dimaksud huruf b;

d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemerikskam

e. menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan kepada p&B@LRI.

Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Penyididw®e Negeri Sipil, serta mekanisme

penyidikan dilakukan sesuai dengan peraturan pangxdndangan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF DAN BIAYA PELAYANAN
Bagian Kesatu
Sanksi Administratif
Pasal 88

Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berdpada apabila melampaui batas waktu

pelaporan Peristiva Kependudukan sebagai berikut :

a.

pembetulan KK dan KTP sebagaimana dimaksud dalasalPa6 ayat (1) sebesar
Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk W&amMNegara Indonesia (WNI) dan Rp.
100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Warga Nedaiag (WNA);

pembatalan KK dan KTP sebagaimana dimaksud dalasal PB7 ayat (1) sebesar
Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia yamgpatkan perpindahan dalam Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)rsBpe2&0.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
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kedatangan penduduk Orang Asing yang memiliki Taimggal Terbatas atau Orang Asing
yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dinuakslalam Pasal 24 ayat (2) sebesar
Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksudrputatang dari luar Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) sebesar Rp. Z60(80a ratus lima puluh ribu rupiah);
penduduk Orang Asing yang bermaksud pindah datarg ldar Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) sebesar Rp. 250 @a ratus lima puluh ribu rupiah);
pendatang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291aysbesar Rp. 250.000,- (dua ratus
lima puluh ribu rupiah); dan

Tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 agi€Rar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh gz

Pasal 89

Setiap penduduk dikenai sanksi administratif bardenda apabila melampaui batas waktu

pelaporan Peristiwa Penting sebagai berikut :

a.

kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31(hyatebesar Rp. 5.000,- (lima ribu
rupiah) untuk Warga Negara Indonesia (WNI) dan FJ.000,- (seratus ribu rupiah) untuk
Warga Negara Asing (WNA);

kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia yangdiedj luar wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam B&salat (1) sebesar Rp. 250.000,-
(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

lahir mati Penduduk Warga Negara Indonesia sebageindimaksud dalam Pasal 35 ayat
(1) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

lahir mati Orang Asing sebagaimana dimaksud dalasalP35 ayat (2) Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah);

perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3¢lgysgbesar Rp. 50.000,- (lima puluh
ribu rupiah) untuk Warga Negara Indonesia (WNI) &m 250.000,- (dua ratus lima puluh
ribu rupiah) untuk Warga Negara Asing (WNA);

perkawinan Penduduk Warga Negara Indonesia yarjgdiedi luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimakslamd®asal 39 ayat (1) sebesar
Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalsah #&aayat (1) sebesar Rp. 75.000,-
(tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Warga Neganddnesia (WNI) dan Rp. 250.000,- (dua
ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Warga NegarmggWNA);

perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41(1gyatbesar Rp. 100.000,- (seratus
ribu rupiah) untuk Warga Negara Indonesia (WNI) &m 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
untuk Warga Negara Asing (WNA);

perceraian penduduk Warga Negara Indonesia yajagliteli luar wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam E&salat (1) sebesar Rp. 250.000,-
(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
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pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 @ljatsebesar Rp.
100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Warga Neglar@donesia (WNI) dan Rp.
300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk Warga Negésing (WNA);
kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 agat sebesar Rp.
20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk Warga Nemyandonesia (WNI) dan
Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Warga amgAsing (WNA);
kematian penduduk di luar wilayah Negara Kesatuaapidblik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) seld®ga 250.000,- (dua
ratus lima puluh ribu rupiah);

. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam R&salyat (1) sebesar
Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untukawja Negara Indonesia
(WNI) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)tuk Warga Negara Asing
(WNA);

pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh WargaaNethdonesia di luar
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaandimaksud dalam
Pasal 49 ayat (1) sebesar Rp. 250.000,- (dua rlatua puluh ribu rupiah);
pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal®0(1) sebesar Rp.
50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk Warga Negadndonesia (WNI) dan
Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Wargagdra Asing (WNA);
pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasay&tl (1) sebesar
sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiamtuk Warga Negara
Indonesia (WNI) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribwpiah) untuk Warga
Negara Asing (WNA);

perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasay®?2(1) sebesar Rp.
50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk Warga Negadndonesia (WNI) dan
Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk Wangagara Asing (WNA);
perubahan kewarganegaraan dari WNA menjadi WargaaXa Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) seld®ga 250.000,- (dua
ratus lima puluh ribu rupiah);

anak yang memiliki kewrganegaraan ganda dan teladmihh salah satu
kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Bdsayat (1) sebesar
Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud maRasal 55 ayat (1)
sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) unWlarga Negara Indonesia
(WNI) dan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribupiah) untuk Warga
Negara Asing (WNA);

Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimé&kdalam Pasal 56
ayat (1) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima pulibu rupiah);

Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana diodkd$alam Pasal 57
ayat (1) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puibu rupiah).
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Pasal 90

(1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasalayled@ (3) yang
berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda adstiatif paling
banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

(2) Setiap Orang Asing yang mermiliki Izin Tinggal Tetas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) yang berpergiadakiimembawa Surat
Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administrpaling banyak Rp.
100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 91

Dalam hal Pejabat pada Instansi pelaksana melakutkadakan atau sengaja
melakukan tindakan yang memperlambat pengurusanubwn Kependudukan
dalam batas waktu yang ditentukan dalam undang-ogdiai dikenakan sanksi

berupa denda paling banyak sebesar Rp. 10.000.0Q8épuluh juta rupiah);

Pasal 92

Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam P&8alPasal 89, Pasal 90

dan Pasal 91 merupakan penerimaan daerah.

Bagian Kedua
Biaya Pelayanan
Pasal 93

Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatd8gnl di Daerah

ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 94

Tindak pidana dibidang administrasi kependudukanngyadilakukan oleh
Penduduk, Petugas dan Badan Hukum diancam dengakunhan pidana
sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 umalk006 tentang

Administrasi Kependudukan.
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BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 95

Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitk@u delah ada pada saat
Perda ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku mathuPerda ini sampai

dengan diterbitkannya dokumen kependudukan berkasaPeraturan Daerah ini.

Pasal 96

Pelayanan administrasi yang berkaitan dengan penaatsipil di Kecamatan,
masih tetap dilaksanakan oleh Instansi pelaksanapsa terbentuknya UPTD

Instansi Pelaksana.

Pasal 97

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

a. Pemerintah Daerah memberikan NIK kepada setiap Béuk paling lambat
tahun 2011 ;

b. KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetapldar dan yang belum
mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturaar®aini;

c. KTP yang diterbitkan belum mengacu pada Pasal 68t ) tetap berlaku

sampai dengan batas waktu berakhirnya masa berak® ;

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 98

Perda saat mulai berlakunya Peraturan Daerah iemusa Peraturan Pelaksanaan
di Daerah yang berkaitan dengan Administrasi Kepshukan dinyatakan tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belumrdigeesuai dengan ketentuan

Peraturan Daerah ini.

Pasal 99
Pembentukan UPTD Instansi Pelaksana sebagaimanakdimd dalam Pasal 8
ayat (3) dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun a&ejPeraturan Daerah ini

diundangkan.
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Pasal 100

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku Peraturarabdota Probolinggo Nomor 21 Tahun
2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Pendudnk Péncatatan Sipil dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 101

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggald#ingkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanymelagngan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolingg

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 24 Juni 2010

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
Padatanggal 1Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO
Ttd

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19570425 198410 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA PRBOLINGGO TAHUN 2010 NOMORS3

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Probolinggo

AGUSHARTADI
Pembina Tk |
NIP. 196608171992031016
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PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

PENJELASAN UMUM :

Pemerintah Kota Probolinggo melalui penyelenggaraaministrasi kependudukan
berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan g@lewman terhadap penentuan status
pribadi dan status hukum setiap Peristiwva Kepenkiutuaan Peristiwa Penting yang dialami
oleh Penduduk Kota Probolinggo yang berada di dalamdi luar Kota Probolinggo.

Berbagai hukum positif yang mengatur tentang haksiasnanusia, perkawinan,
keimigrasian, kewarganegaraan, perlindungan anakadaninistrasi kependudukan dengan
tegas menjamin hak setiap Penduduk untuk membéweiukrga dan melanjutkan keturunan
melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kmmagaraan, menjamin kebebasan
memeluk agama, dan memilih tempat tinggal di Dadpahistiva Kependudukan, antara lain
perubahan alamat, pindah datang untuk menetamadiirigtap dan peristiwa penting, antara
lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinamndperceraian, termasuk pengangkatan,
pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubaha lkgearganegaraan, ganti nama dan
peristiwva penting lainnya yang dialami oleh sesegranerupakan kejadian yang harus
dilaporkan karena membawa amplikasi perubahan dksatitas atau Surat Keterangan
Kependudukan. Untuk itu, setiap Peritiwa Kependadu#tan Peristiwa Penting memerlukan
bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian pencatatan sesuai dengan ketentuan
Undang-undang.

Dalam pemenuhan hak publik dan sipil penduduk ddahg administrasi
kependudukan, Pemerintah Kota Probolinggo perlu yelenggarakan administrasi
kependudukan sebagai satu kesatuan sistem yangutéliienam) komponen dasar meliputi
landasan hukum, kelembagaan, mekanisme pelayanarhes daya aparatur, pengelolaan
data kependudukan dan partisipasi masyarakat. Feguban sistem tersebut menjadi dasar
pertimbangan perlunya membentuk Peraturan Daeramgenai penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan.

Peraturan Daerah ini memuat materi yang berkaksagah otonomi daerah dan tugas
pembantuan di bidang administrasi kependudukan,dikorkhusus daerah di bidang
administrasi kependudukan dan penjabaran lebilutigggraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi di bidang administrasi kependudukan.

Selain itu Peraturan Daerah ini mencerminkan adamgi@@rmasi di bidang
Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penttlajadn pengaturan mengenai penggunaan

Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang merupakan kuakses dalam melakukan verifikasi
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dan validasi data jati diri seseorang guna mendgkpelayanan publik di bidang
Administrasi Kependudukan.

Untuk penerbitan NIK, setiap Penduduk wajib men&ata biodata Penduduk yang
diawali dengan pengisian formulir biodata penduduKelurahan secara benar. NIK wajib
dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan, Halam pelayanan Pendaftaran
Penduduk maupun Pencatatan Sipil, serta sebagai peserbitan berbagai dokumen yang
ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Pergmuteiangan.

Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut sttsél bagi Penduduk.
Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan paslal@misili atau tempat tinggal atas
terjadinya Peristiwva Kependudukan yang dialami osglseorang dan/atau keluarganya.
Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut Isekté bagi Penduduk. Pelaksanaan
Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristivta, tganpat dan waktu terjadinya Peristiwa
Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluayga

Prinsip-prinsip domisili dan peristiwva menjadi dasarjaminnya penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan yang dikehendaki oletafeean Daerah ini yang dimaksudkan
untuk :

1. terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalataslaerah yang terpadu dan tertib;
2. terselenggaranya Administrasi Kependudukan yangifaemuniversal, permanen, wajib
dan berkelanjutan ;
3. terpenuhinya hak Penduduk di bidang Administraspéfeludukan dengan pelayanan
yang profesional ; dan
4. tersedianya data dan informasi daerah mengenaiaRarah Penduduk dan Pencatatan
Sipil pada tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kotaseakurat, lengkap, mutakhir dan
mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perunkedg@ijakan dan pembangunan
daerah pada umumnya.
Secara keseluruhan, ketentuan yang dimuat dalaatuP@n Daerah ini meliputi Hak dan
Kewajiban Penduduk, Kewenangan Penyelenggara Adirasi Kependudukan, Pendaftaran
Penduduk, Pencatatan Sipil, Pendataan Adminisiapendudukan Rentan Administrasi
Kependudukan dan Penduduk Yang Tidak Mampu Melapo8endiri, Penerbitan Dokumen
Kependudukan Bagi Petugas Rahasia Khusus, Data Riskumen Kependudukan,
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Dalarda&eaDarurat dan Luar Biasa, Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan, PerlindungaateDPribadi Penduduk, Pelaporan.
Untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Daerah ini ldanungkinan pelanggaran, baik
administratif maupun ketentuan materiil yang batgpidana, diatur juga ketentuan mengenai
tata cara penyidikan serta pengaturan mengenasbadhinistratif dan Ketentuan Pidana.

. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 . Cukup jelas.
Pasal 2 . Cukup jelas.
Pasal 3 . Cukup jelas.
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Pasal 4 Ayat (1) . Cukup jelas.

Ayat (2) . Yang dimaksud dapat memperoleh pelagaartinya tidak
wajib melaporkan pencatatan Peristiwa Penting yang
dialaminya kepada Instansi Pelaksana.

Pasal 5 Hurufa : Cukup jelas.

Huruf b : Cukup jelas.

Hurufc : Cukup jelas.

Hurufd : Cukup jelas.

Hurufe : Cukup jelas.

Huruff : Yang dimaksud dapat memperoleh pelagaaréinya tidak
wajib melaporkan pencatatan Peristiwa Penting yang
dialaminya kepada Instansi Pelaksana.

Hurufg : Cukup jelas.

Huruf h @ Cukup jelas.

Hurufi : Cukup jelas.

Pasal6 Ayat (1) Hurufa : Cukup jelas.

Huruf b : Cukup jelas.

Hurufc : Cukup jelas.

Hurufd : Cukup jelas.

Hurufe : Cukup jelas.

Huruff : Verifikasi data adalah pencocokan idkastpribadi dengan
data yang tertulis dalam formulir dan dokumen
kependudukan.

Validasi data adalah pencocokan data pribadigae
persyaratan yang wajib dipenuhi dalam proses ptardaf
penduduk dan pencatatan sipil.

Hurufg : Cukup jelas.

Huruf h : Cukup jelas.

Hurufi : Statistik kependudukan adalah data peo#é yang
diperoleh dari proses pendaftaran penduduk.

Statistik vital adalah data penduduk yang difgdr dari
proses pencatatan sipil.

Hurufj : Cukup jelas.

Huruf k : Cukup jelas.

Ayat (2) . Cukup jelas.

Ayat (3) . Cukup jelas.

Pasal 7 Ayat (1) Hurufa : Cukup jelas.

Huruf b : Cukup jelas.

Hurufc : Cukup jelas.

Hurufd : Cukup jelas.
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Pasal 8
Pasal 9 Ayat (1)

Ayat (2)
Ayat (3)

Ayat (4)

Ayat (5)
Ayat (6)
Ayat (7)
Ayat (8)

Ayat (9)

Ayat (10)
Pasal 10 Ayat (1)

Ayat (2)

Huruf e

Huruf f

Huruf a
Huruf b

Huruf c

Huruf a
Huruf b
Huruf ¢
Huruf d

Huruf e

Huruf f
Huruf g

Huruf a
Huruf b

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan Kklarifikasi adalabk untuk
mempertanyakan kebenaran materill atas putusan /
penetapan pengadilan.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeriil Saplalah
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri DalageiNe
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat
Pencatatan Sipil.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan catatan pinggialedd catatan
mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa
Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pad&b
pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di
halaman / bagian muka atau belakang) oleh Pejabat
Pencatatan Sipil.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan sumpah adalahpabnpejabat
publik di bidang pencatatan sipil yang berbeda deng
sumpah pejabat struktural.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ditunjuk Asisten Sekretaris Daerahdrd Pemerintahan
dengan pertimbangan pencatatan sipil merupakaramagi
dari sistem tata pemerintahan.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.
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Pasal 11
Pasal 12 Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4)

Ayat (5)
Pasal 13

Huruf d

- Buku Harian Peristiwva Penting dan iftava
Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK
adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan
harian di Kelurahan, Kecamatan atau Kota berkaitan
dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwangenti
dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen
penduduk.

- Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP
adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan
status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuatkint
setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadsipsa
penting dan peristiwva kependudukan bagi Penduduk
Warga Negara Indonesia Tinggal Tetap dan Orang
Asing Tinggal Tetap.

- Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat
BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat
perubahan setiap peristiva penting dan peristiwa
kependudukan yang menyangkut jumlah dan status
anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di
Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Tetap
dan Orang Asing Tinggal Tetap.

Cukup jelas.

Biodata Penduduk adalah &et@n yang berisi elemen
data tentang jati diri, informasi dasar serta riatay
perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami ole
penduduk sejak saat kelahiran.

Yang dimaksud dengan jati diri meliputi NomadK Kenis

kelamin, golongan darah, agama, pendidikan terakhir

pekerjaan, penyandang cacat, status perkawinan,
kedudukan / hubungan keluarga, NIK ibu kandung, axam
ibu kandung, NIK ayah kandung, nama ayah kandung,
nomor paspor, tanggal berakhir paspor, nomor aktadt
kenal lahir, nomor akta perkawinan / buku nikamgtal
perkawinan, nomor akta cerai dan tanggal perceraian

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.
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Pasal 14

Pasal 15
Pasal 16 Ayat (1)

Ayat (2)
Ayat (3)
Pasal 17 Ayat (1)

Ayat (2)
Ayat (3)

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28 Ayat (1)

Ayat (2)
Ayat (3)
Ayat (4)
Pasal 29
Pasal 30

Pasal 31 Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (3)

Perbedaan KTP Warga Negara Indonéaia WNA
terletak pada spesifikasi sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur
Spesifikasi KTP.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan kesalatais redaksional,
misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pemabatalan KK dan KTP d#aku atas permintaan
orang lain atau subyek KK dan KTP, dengan alasan KK
dan KTP cacat hukum karena dalam proses pembuatan
didasarkan pada keterangan yang tidak benar dak d&h.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang dimaksud pindah ke Idaerah adalah penduduk
yang tinggal menetap di luar daerah untuk jangk&twva
lebih 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuham yan
bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (datun.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang dimaksud Asas Peristiwa adatalgiatan peristiwa
penting yang terjadi di daerah yang dilakukan gadtansi
pelaksana.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan anak seorangnmewen adalah
anak yang lahir di luar perkawinan dan hanya merygun
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hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu damda
akta kelahiran ditulis anak seorang perempuan.

Ayat (4) : Yang dimaksud dengan tanpa menuliskama orang tua
adalah penulisan kolom nama orang tua dalam akta

kelahiran dengan tanda ---------------

Ayat (5) . Cukup jelas.
Ayat (6) . Cukup jelas.
Pasal 32 Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) . Tanda Bukti Pencatatan Kelahiran datuVilayah NKRI
bukan merupakan akta kelahiran.
Ayat (3) . Cukup jelas.
Pasal 33 Ayat (1) :  Kelahiran dapat dilaporkaeholorang tua ke Instansi

pelaksana karena Daerah sebagai tempat singgah atau

kelahiran dapat dilaporkan ke daerah tujuan.

Ayat (2) : Cukup jelas.
Ayat (3) : Cukup jelas.
Pasal 34 Ayat (1) . Persetujuan dari Kepala hstaPelaksana diperlukan

mengingat pelaporan kelahiran tersebut sudah melamp
batas waktu sampai dengan 1 (satu) tahun dikh&aatir
terjadi manipulasi data atau hal-hal yang tidakginkan.
Persetujuan tersebut juga berfungsi sebagai vasifiatas

keabsahan data yang dilaporkan.

Ayat (2) . Cukup jelas.
Ayat (3) : Cukup jelas.
Pasal 35 : Cukup jelas.
Pasal 36 . Cukup jelas.
Pasal 37 . Cukup jelas.
Pasal 38 : Cukup jelas.
Pasal 39 Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) . Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan dalLWilayah NKRI
bukan merupakan akta perkawinan.
Ayat (3) : Cukup jelas.
Pasal 40 : Cukup jelas.
Pasal 41 . Cukup jelas.
Pasal 42 Ayat (1) . Cukup jelas.
Ayat (2) . Tanda Bukti Pelaporan Perceraian darlWilayah NKRI
bukan merupakan akta perceraian.
Ayat (3) : Cukup jelas.
Pasal 43 . Cukup jelas.
Pasal 44 : Cukup jelas.
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Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47 Ayat (1)
Ayat (2)

Ayat (3)
Pasal 48 Ayat (1)

Ayat (2)
Ayat (3)

Pasal 49
Pasal 50 Ayat (1)

Ayat (2)
Ayat (3)

Ayat (4)
Ayat (5)
Pasal 51 Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (3)
Ayat (4)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Tanda Bukti Pelaporan Kematian Luargdie bukan
merupakan akta kematian.

Cukup jelas.

Norma ini berlaku bagi peatat pengangkatan anak
untuk anak yang akta kelahirannya diterbitkan di2h.

Cukup jelas.

Norma ini berdasarkan pada Pasal &t &) Peraturan
Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan da
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatary&igil
intinya mengatur pelaporan pengangkatan anak disaku
pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan aktaikaiah
Cukup jelas.

Norma ini berlaku bagi peatat pengakuan anak yang
akta kelahirannya diterbitkan di Daerah.

Cukup jelas.

Norma ini berdasarkan pada Pasal %t 1) Peraturan
Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan da
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatary&ipgil
intinya mengatur pelaporan pengakuan anak dilakukan
pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan aktaikaiah
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tah0@62tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama dan penjelasannya yangyanti
mengatur bahwa Peradilan Agama bertugas dan bemgena
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaragiiin
pertama antara orang-orang yang beragama Islam di
bidang perkawinan yang antara lain menyangkut puatus
tentang sah tidaknya seorang anak (huruf a, angka 1
Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila putusadiRer
Agama menyatakan sahnya seorang anak, maka dapat
dilakukan pencatatan pengesahan anak oleh Instansi

pelaksana.
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Ayat (5)
Pasal 52
Pasal 53
Pasal 54
Pasal 55
Pasal 56 Ayat (1)

Ayat (2)
Ayat (3)
Pasal 57 Ayat (1)

Ayat (2)
Ayat (3)
Pasal 58

Pasal 59
Pasal 60 Ayat (1)

Ayat (2)

Huruf a
Huruf b

Huruf ¢

Huruf d

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan kesalatais redaksional,
misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pembatalan akta dilakukas pégamintaan orang lain atau
subyek akta, dengan alasan akta cacat hukum keadsua
proses pembuatan didasarkan pada keterangan yhaig ti
benar dan tidak sah.

Cukup jelas.
Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan kutipan barlaladatipan kedua,
ketiga dan seterusnya.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan Pendudektan Administrasi
Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami
hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan
yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhiah sos
Pendataan dilakukan dengan membentuk Tim drdbae
yang beranggotakan dari instansi terkait.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan orang terlantaaladd penduduk

yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat mémenu

kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmaniporau

sosial.

Ciri-cirinya :

1) tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya
pangan, sandang dan papan;

2) tempat tinggal tidak tetap/gelandangan;

3) tidak mempunyai pekerjaan/kegiatan yang tetap ; dan

4) miskin.

Yang dimaksud dengan komunitas tergenmialah

kelompok sosial budaya yang bersifat local danetecpr

serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan

pelayanan, baik sosial, ekonomi maupun politik.
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Pasal 61 Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (3)

Ayat (4)
Ayat (5)
Pasal 62
Pasal 63
Pasal 64
Pasal 65
Pasal 66

Pasal 67
Pasal 68
Pasal 69
Pasal 70
Pasal 71
Pasal 72

Huruf a

Huruf b

Ciri-cirinya :

1) berbentuk komunitas kecil, tertutup dan homogen;

2) pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;

3) pada umumnya terpencil secara geografis dan relativ
sulit terjangkau ;

4) peralatan teknologi sederhana; dan

5) terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi déik pol
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang dimaksud lokasi tertentu misalnyanah sakit atau

panti-panti jompo.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan Kepala Keluadgéah :

a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lairk bai
mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang
bertanggung jawab terhadap keluarga;

b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau

c. kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim
piatu, dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal
bersama-sama. Setiap kepala keluarga wajib memiliki
KK, meskipun kepala keluarga tersebut masih
menumpang di rumah orang tuanya karena pada
prinsipnya dalam satu alamat rumah boleh terdapat
lebih dari satu KK.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan regisida pencatatan sipil
adalah akta autentik yang memuat Peristiwva Peryamg
dialami seseorang.

Yang dimaksud dengan kutipan akta petan sipil

adalah kutipan dari akta autentik yang memuat ®edas

Penting yang diberikan kepada subyek akta.
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Pasal 73 Ayat (1)
Ayat (2)

Ayat (3)
Ayat (4)
Ayat (5)

Pasal 74

Pasal 75

Pasal 76

Pasal 77 Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (3)
Ayat (4)

Pasal 78

Pasal 79 Ayat (1)
Ayat (2)

Ayat (3)
Ayat (4)
Pasal 80
Pasal 81
Pasal 82
Pasal 83

Cukup jelas.

Pengelompokan Register Akta Pencatataipil
dimaksudkan untuk mempermudah dalam pelayanan,
penataan dokumen dan pengolahan data.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Back up atau cadangan data dan dokukependudukan
dapat berupa catatan kertas, mikro film, cakranikppte
komputer atau kombinasi dari semuanya.

Yang dimaksud dengan Daerah atawarbatari Daerah
dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala
tingkatannya adalah sebagaimana diamanatkan oleh
peraturan perundang-undangan.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan Surat Keterarfggamgganti Tanda
Identitas adalah Surat Keterangan yang diterbittabain
lembaga yang berwenang sebagai pengganti seméti{ara
dan KTP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah
ini ketika Daerah atau sebagian Daerah dalam keddaa
biasa.

Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Pennafa
adalah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh |gmba
yang berwenang sebagai pengganti sementara kugktan
kelahiran, kutipan akta kematian, kutipan akta aerkan,
kutipan akta perceraian, dan kutipan akta pengaknak
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ikaket
Daerah atau sebagian Daerah dalam keadaan luar bias

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.
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Pasal 84 Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.
Ayat (3) . Cukup jelas.
Ayat (4) . Hak akses dipergunakan sesuai dengavehkangan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 85 : Cukup jelas.
Pasal 86 : Cukup jelas.
Pasal 87 : Cukup jelas.
Pasal 88 : Cukup jelas.
Pasal 89 : Cukup jelas.
Pasal 90 : Cukup jelas.
Pasal 91 : Cukup jelas.
Pasal 92 : Cukup jelas.
Pasal 93 : Cukup jelas.
Pasal 94 : Cukup jelas.
Pasal 95 : Cukup jelas.
Pasal 96 : Cukup jelas.
Pasal 97 : Cukup jelas.
Pasal 98 : Cukup jelas.
Pasal 99 . Pembentukan UPTD Instansi Pelaksdakuilan dengan
mempertimbangkan kebutuhan pelayanan masyarakat.
Pasal 100 : Cukup jelas.
Pasal 101 : Cukup jelas.
------------------- @@@@@ ----------r-r---
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